
NOMOR : SP DIPA- 026.05.3.089022/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:3060-7728-6229-1659

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.  15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (026) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(05): DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

(08): SUMATERA BARAT

: (089022) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

04 EKONOMI
04.02 TENAGA KERJA

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 518.598.000  (  LIMA RATUS DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

518.598.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   P A D A N G 518.598.000(010)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

ASKOLANI

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN

Satker (089022)  DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT:

DS:3060-7728-6229-1659

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 518.598.000

08.2180 Peningkatan Penerapan Pengupahan Rp. 30.500.000

08.2181 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Rp. 140.000.000

08.2183 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 182.463.000

08.5586 Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rp. 165.635.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2018

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (089022):

Halaman : 1IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

Kuasa Pengguna Anggaran H.SYOFYAN, SH:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

YENDRA RIZON

RIINA ADYANDTI, SIP, MSi

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018
DS:3060-7728-6229-1659

1

Sub Fungsi

Fungsi 518.598.000EKONOMI04

518.598.00004.02 TENAGA KERJA

026.05.08 518.598.000Program2 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

01 Penguatan Kelembagaan Hubungan IndustrialSasaran Program

02 Meningkatnya kesejahteraan dan penerapan non diskriminasi melalui pengaturan syarat kerja

03 Terwujudnya pengupahan yang mendukung keadilan, kesejahteraan dan produktivitas

04 Peningkatan Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja

05 Meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

06 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal ditjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

01 Persentase LKS Bipartit yang berfungsi secara efektifIndikator Kinerja Program 40 Persen

02 Persentase Peningkatan Perusahaan Yang Membuat Peraturan Perusahaan (PP) 24 Persen

03 Persentase Peningkatan Perusahaan Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 6.41 Persen

04 Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah
serta produktivitas

550 Perusahaan

05 Persentase Tenaga Kerja  Penerima Upah yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 60 Persen

06 Persentase Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 5 Persen

07 Persentase Peningkatan Perusahaan Yang Memiliki Tingkat Kerawanan Hubungan Industrial
Label Hijau

42 Persen

08 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Hubungan
Industrial Oleh Mediator HI

70 Persen

01 Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Ditjen PHI dan Jamsos 12 Bulan Layanan

Output Program 03 Perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah

01 Jumlah Penambahan Perusahaan Yang Menerpkan Sistem Pengupahan Berbasis Struktur dan Skala Upah Serta
Produktivitas

550 PerusahaanIndikator Output Program

2180 Peningkatan Penerapan Pengupahan 30.500.000Kegiatan

03 Terwujudnya sistem pengupahan yang adilSasaran Kegiatan

001 Penyusunan Draft Peraturan PengupahanIndikator Kinerja Kegiatan

002 Kajian Pegembangan Sistem Pengupahan

003 Kajian Efektivitas Penetapan Upah Minimum Sektoral



TAHUN ANGGARAN 2018

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (089022):

Halaman : 2IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

Kuasa Pengguna Anggaran H.SYOFYAN, SH:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

YENDRA RIZON

RIINA ADYANDTI, SIP, MSi

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018
DS:3060-7728-6229-1659

004 Pendataan Perusahaan yang Menerapkan Struktur dan Skala UpahIndikator Kinerja Kegiatan

005 Penyusunan Buku Data dan Informasi Pengupahan

006 Publikasi Pengupahan (Media Cetak dan TV)

007 Penyusunan program dan rencana kerja teknis

008 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

009 Dialog Pengupahan

010 Penyebarluasan Peraturan Perundangan tentang Pengupahan

011 Rembuk Regional Bid. Pengupahan

012 Rembuk Nasional Bid. Pengupahan

013 Bimbingan Teknis Pengupahan

014 Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah Bagi HRD Perusahaan

015 Bimbingan Teknis Penyusunan Struktur dan Skala Upah bagi Aparatur Pemerintah

016 TOT Penyusunan Struktur dan Skala Upah

017 Pelaksanaan Tugas Dewan Pengupahan Nasional

018 Konsolidasi Dewan Pengupahan Se-Indonesia

019 Supervisi Anggota Dewan Pengupahan Nasional kepada Anggota Dewan Pengupahan Provinsi
dan Kab/Kota

020 Forum Konslidasi Dewan Pengupahan Se-Indonesia

2180.004 Anggota Dewan Pengupahan Yang Diberdayakan 30.500.0005,00 OrangOutput Kegiatan
01 Jumlah Anggota Dewan Pengupahan Yang DiberdayakanIndikator Output Kegiatan 640 Orang

Output Program 04 Tenaga Kerja yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

01 Jumlah Penambahan Tenaga Kerja Penerima Upah Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 2405242 OrangIndikator Output Program

02 Jumlah Penambahan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan 1381931 Orang

5586 Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 165.635.000Kegiatan

04 Meningkatnya program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja/buruhSasaran Kegiatan

001 Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosialIndikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah NSPK tentang jaminan sosial tenaga kerja

003 Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam perluasan kepesertaan program jaminan sosial



TAHUN ANGGARAN 2018

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (089022):

Halaman : 3IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

Kuasa Pengguna Anggaran H.SYOFYAN, SH:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

YENDRA RIZON

RIINA ADYANDTI, SIP, MSi

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018
DS:3060-7728-6229-1659

5586.001 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial 165.635.000100,00 OrangOutput Kegiatan
01 Jumlah Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosialIndikator Output Kegiatan - -

Output Program 05 Perselisihan Hubungan Industrial yang menurun dan terselesaikan

06 Jumlah Perusahaan yang Memiliki Tingkat Kerawanan Hubungan Industrial Label Hijau 2475 PerusahaanIndikator Output Program

07 Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial oleh Mediator HI 70 Persen

2181 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

140.000.000Kegiatan

05 Diterapkannya prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial

Sasaran Kegiatan

001 Audit kondisi Hubungan Industrial pada perusahaan besarIndikator Kinerja Kegiatan

002 Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan penyelesaian Hubungan
Industrial

003 Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam penyelesaian
perselisihan HI

004 Jumlah NSPK tentang pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

005 Jumlah Dukungan Teknis Lainya

006 Jumlah Operasional dan Layanan Perkantoran

2181.004 Perjanjian Bersama (PB) Yang Dihasilkan Oleh Mediator HI Dalam Penyelesaian Perselisihan HI
[PN]

140.000.00040,00 Perjanjian Bersama (PB)Output Kegiatan

01 Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam penyelesaian
perselisihan HI

Indikator Output Kegiatan - -

Output Program 06 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal ditjen PHI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2183 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

182.463.000Kegiatan

01 Meningkatnya kualitas pelayanan internal Ditjen PHI dan Jamsos TKSasaran Kegiatan

02 Meningkatnya kapasitas dan kinerja Ditjen PHI dan Jamsos TK

001 Kepuasan PegawaiIndikator Kinerja Kegiatan

002 Persentase SDM Aparatur yang memenuhi standar kompetensi

003 Hasil Evaluasi AKIP



TAHUN ANGGARAN 2018

IA. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (089022):

Halaman : 4IA.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

Kuasa Pengguna Anggaran H.SYOFYAN, SH:

Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

YENDRA RIZON

RIINA ADYANDTI, SIP, MSi

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018
DS:3060-7728-6229-1659

004 Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternalIndikator Kinerja Kegiatan

005 Pelayanan Teknis Administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahan dan
kerumahtanggan

006 Jumlah Regulasi Bidang HI dan jamsos yang sempurna

007 Revisi UU Ketenagakerjaan

008 Jumlah Regulasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (revisi Undang-undang No. 2
Tahun 2004); Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2183.001 Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen PHI dan
Jamsos

182.463.00012,00 Bulan LayananOutput Kegiatan

01 Persentase kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen PHI dan JamsosIndikator Output Kegiatan 90 Persen

DRA. HAIYANI RUMONDANG, M.A
NIP 196404191989032001

Jakarta, 05 Desember 2017

& JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2018

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (089022):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018
DS:3060-7728-6229-1659

1. Anggaran Tahun 2018

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

518.598.000

518.598.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (089022): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

Kewenangan : (DK) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:3060-7728-6229-1659

089022 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT - 518.598 - - - 518.598

026.05.08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

- 518.598 - - - 518.598

2180 Peningkatan Penerapan Pengupahan - 30.500 - - - 30.500

2180.004 Anggota Dewan Pengupahan Yang Diberdayakan - 30.500 - - - 30.500 08 00.

-- 30.500- 01030.500 -RM01

2181 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

- 140.000 - - - 140.000

2181.004 Perjanjian Bersama (PB) Yang Dihasilkan Oleh Mediator HI Dalam Penyelesaian
Perselisihan HI     [PN]

- 140.000 - - - 140.000 08 00.

-- 140.000- 010140.000 -RM01

2183 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- 182.463 - - - 182.463

2183.001 Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal Ditjen
PHI dan Jamsos

- 182.463 - - - 182.463 08 00.

-- 182.463- 010182.463 -RM01

5586 Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - 165.635 - - - 165.635



NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018

TAHUN ANGGARAN 2018

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (089022): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (026)

(05)

(08)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

SUMATERA BARAT

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

Kewenangan : (DK) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:3060-7728-6229-1659

5586.001 Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial - 165.635 - - - 165.635 08 00.

-- 165.635- 010165.635 -RM01

JUMLAH - 518.598 - - - 518.598

DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DRA. HAIYANI RUMONDANG, M.A

& JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

ttd.

NIP 196404191989032001

Jakarta, 05 Desember 2017



TAHUN ANGGARAN 2018

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  PROVINSI SUMATERA BARAT

(08)

Unit Organisasi

(089022)

Kementerian Negara/Lembaga

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA(05)

Kode/Nama Satker

(026)

:

:

SUMATERA BARAT

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:3060-7728-6229-1659
NOMOR :  DIPA- 026.05.3.089022/2018

0890221. DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI  PROVINSI
SUMATERA BARAT

60.78029.87218.566 87.27657.617 518.5984.772 56.060 62.02528.41910.579 69.44133.191RENCANA PENARIKAN DANA

52 BELANJA BARANG 4.772 518.59810.579 18.566 28.419 29.872 33.191 57.617 56.060 60.780 62.025 69.441 87.276

026.05.08.2180 Peningkatan Penerapan Pengupahan 622 5.1324.0843.6483.5753.2973.3891.9521.7571.6711.092281 30.500

52 BELANJA BARANG 281 30.500622 1.092 1.671 1.757 1.952 3.389 3.297 3.575 3.648 4.084 5.132

026.05.08.2181 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan
Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

2.856 23.56218.74616.74416.40815.13415.5548.9608.0647.6725.0121.288 140.000

52 BELANJA BARANG 1.288 140.0002.856 5.012 7.672 8.064 8.960 15.554 15.134 16.408 16.744 18.746 23.562

026.05.08.2183 Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

3.722 30.70724.43221.82321.38519.72420.27211.67810.5109.9996.5321.679 182.463

52 BELANJA BARANG 1.679 182.4633.722 6.532 9.999 10.510 11.678 20.272 19.724 21.385 21.823 24.432 30.707

026.05.08.5586 Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

3.379 27.87522.17919.81019.41217.90518.40210.6019.5419.0775.9301.524 165.635

52 BELANJA BARANG 1.524 165.6353.379 5.930 9.077 9.541 10.601 18.402 17.905 19.412 19.810 22.179 27.875

DRA. HAIYANI RUMONDANG, M.A
NIP 196404191989032001

Jakarta, 05 Desember 2017

& JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DIRJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
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